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TENTANG

PEMBERIAIT TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PE"rI'GAS DAN PE!{DUKUI{G PELAKSAISA PELIIYANAN MEDIS

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
I{ABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2426

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat {1) dan ayat" {21
Peraturan Pemerintah Nomor 1,2 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan
kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetu,iuffl DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tambahan
penghasiian diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja,
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi
kerja, danf ataw pertimbangan objektif lainnya, maka perlu
diberikan tambahan perrghasilal kepada Kary-a-wan yarrg
ditugaskan sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan medis
pada RSUD Jaiiolo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagauimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pernberian
Tarrrbahar-r Penghasilan Kepa,fa Pefiigas dan Pendukung
Pelaksana Peiayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undanyundang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-ui-idang Nomoi' 23 Darurat Tahun i957 teiitaj-ig
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ii Daiam
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-
undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kapfiaten Kepulauan Su1a, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kofa TiCore Kepulauan di Provinsi l,{a-lulc..r Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara;

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2AOg tentang Rumah Sakit;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipii

Negara;
8- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan

Daerah;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah:
1O-Peraturan Pernerintah Nornor 23 Tal.un 2OO5 tentang

Pengelolaan Badan Layanan Umum;
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ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2OA7 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 TaJlun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun
2A21 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten halmahera Barat;

i.i.Fera'rurarr Daeaair Kabupaicrr Haiirrairera Ba:ai iiorrror i Tairuit
2A25 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2426;

l5.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 tahun 2421
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 10 Tahun 2Arc tentang Struktur Organisasi
Perangkat Daerah:

16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2426;

Surai Usulan Dircktur Rumah Sakit Umum Dacrah .]ailolo
Nomor :4aSlAA7lRSUDl2025, tanggal 03 Januari 2A26, Perihal:
Permohonan Penerbitan SK tentang Pemberian Tunjangan
Tambahan Penghasilan Kepada Petugas dan Pendukung
Pela5ranan Medis.

MEMUTUSI{AN :

Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Petugas dan
Pendukung Pelaksana Pelayanan Medis pada Rumah Sakit
Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026.
sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan III Keputusan
ini"
Pemberian Tambahan Penghasilan Sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan kondisi kerja dan
keiangkaan profesi dan dan pertimbangan objektif lainnya
(icrrgarr bcsar'ani disesuaikarr derrgati kernanrrpuart kcutatrgatr
Daerah.
Besaran Tamba-han Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja
dan pertimbangan objektif lainnya, berdaasrkan kehadiran
absensi kerja yaflg diberikan setiap bulan dengan teknis
pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta dibawah
tanggungjawab Direktur RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera
Barat.
Segaia biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeiuarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pos Anggaran BLUD RSUD Jailolo Kabupaten
TT^1,-- ^1^ ^.-^ T-)^.--4
r 1clrri.laLlLl d iJdl d-L,

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jaiiolo
padatanggal : I ;qn,o,

BUPATI

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perrn'akilan Maluku Utara di Ternate,
4. lnspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailoio,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailo1o,
6. Direktur RSUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo'

Ass. Bid.Adm. Umum
Direktur RSUD

Kabag Hukum & Orgs

Temhusan: Disampaikan

BARAT,

PF^IABAT PARAF

Sekretaris Daerah L
w4/
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LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NoMoR : Zy, A/KPrS/ | I 2026
TANGGAL I Tanuan" 2026

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MEDIS
PADA RSUD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2A26

7

I

Dokter Spesialis Mayor yang tidak
menerima Tunjangan Khusus
Kementrian Kesehatan

Dokter Spesialis Minor yang tidak
menerima T\rnjangan Khusus
Kementrian Kesehatan
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Tunjanga-n Khusus Kementrian
Kesehatan yang menetaP di
Halmahera Barat

Dokter Spesialis Minor Penerima
TUnjangan Khusus Kementrian
Kesehatan yang tidak menetaP di
Halmahera Barat & Dokter
Spesialis Minor Penerima
Tunjangan Khusus yang Menetap di
Hal:rg-l:era Barat

Dokter Spesialis Minor Penerima
Tunjangan Khusus yang tidak
Menetap di Halmahera Barat.

Dokter Residen

Dokter Umum Yang Jaga Malam

Tlnkter IImr:-ttt PNS 1.2-nq Tirlak ,Jag.a

I\,1alam

PGSS (Pendayagunaan Dokter
Spesialis) Mayor Tunggal

PDGS iviinor <ian iviayor Gancia

Dokter Intership

35.000.000,-

30.000.oo0,

on nn/l nnn
!v.vvv.vvv,

15.000.000,

10.000.000,

15.000.000,-

12.000.000,-

10.ooo.ooo,-

29.000.000,-

i5.o00.000.-

2.000.000.-
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BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN (RPi
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR ,zt/.A /KPls/ I lzozo
TANGGAL a a^r/cJ4n' 2026J /u'

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MED]S
PADA RSUD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025
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BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN {Rp}
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Insentif Penata Anastesi

Perawat/Bidan dan Tenaga Kesehatan
Lainnya

Petugas Cleaning Service

Petugas Jasa Mobilisasi

Petugas Jui'u h{asak

Petugas Loundry

3.000.0o0,-

1.750.000,-

1. i 50.000,-

1. 150.000,-

1.150.O00,-

1.150.OO0,-
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LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

TENTANG

NoMoR : zt/,A /KFryS/ | 12026
TANGGAL ! )anoary' 2026

: SYARAT KEHADIRAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PETL]GAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN
MEDIS PADA RSUD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
2025

1. Dokter Spesialis Konsultan/ Umum, Melayani Pasien Di Poiiklinik Rumah
Sakit Umum Daerah Jaiioio pada hari Senin-jumat, nalnun tetap halrs
berjaga (on call) untuk kasus darurat.

2. Penerima Tambahan penghasiian yang melaksanakan cuti sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan tetap memperoleh Tunjangan Tambahan
penghasilan.

J. Cuti sebagaimana oimaksuci pacia ayat y2) berupa :

a. Cuti Tahunan
b. Cuti bersama
c. Cuti Sakit
d. Cuti karena a-lasan penting

4. euti tairunan <ian cuti bersama sebagalmana ciimaksuci pacia ayat (31 hurul a
dan huruf b diiaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan :

a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dibuktikan dengan keterangan dokter.
b. Paling iama 20 (dua puluh) hari kerja bagi pegawai wanita yang mengaiami
gugur kanciungan narnun tldak menJalanr rawat rnap yang droul<tlkan dengan
surat keterangan dokter.
c. Paling lama 25 hari (dua puluh lima) hari kerja dengan rawat inap yang
ditruktikan dengan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.

6. Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan :

a. raling lama 5 (limal rlari KerJa, apaDlla :

1. Orang tua, mertua, istrif suami, anak, saudara kandung, atau menantu
sakit keras atau meninggal dunia.

2. Mengurus hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia; dan/atau
3. Melangsungkan perkawinan.

b. Paiing iama r0 lsepuluh) nari kerja bagi pegawar iaki-iaki ciengan aiasan

mendampingi istri yang melahirkan baik secara normal atau melalui
operasi sesar.

7. Penerima Tambahan penghasilan yang tidak hadir (diluar cuti) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan tetap maka akan dilakukan
pengurangan sebagai 'oerixut 

:

a. t hari point pengurangan 10 %

b.2-4 hari poin pengurangan 30 %
c. 5-14 hari poin pengurangan 50 %
d. > 14 hari pengurangan 10O %
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